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 LEMBAR EKSEKUTIF  
AHMAD MAULANA FARIZI. Laporan Praktik Kerja Lapangan pada 
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program Studi 
D3 Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta, April 2018. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kepala Sub Bagian 
Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jl. 
Jendral Sudirman, Senayan RT. 01 RW. 03 Gelora, Jakarta Pusat. Pelaksanaan 
PKL berlangsung selama satu bulan. Terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2017 – 
25 September 2017, dengan 5 hari kerja, yaitu hari Senin – Jumat dengan jam 
kerja selama 9 jam per hari mulai pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB. 
Kegiatan yang dilakukan Praktikan selama melakukan kegiatan PKL 
antara lain : melakukan perhitungan rekapitulasi surat pencairan dana (SP2D), 
melakukan perhitungan tunjangan kinerja karyawan, dan melakukan perhitungan 
pajak PPh Pasal 22. 
Tujuan dilaksanakan PKL adalah agar Praktikan memperoleh ilmu 
akuntansi secara nyata dan pengalaman dalam dunia kerja serta memperoleh 
ilmu dalam sikap-sikap seorang pekerja, sehingga Praktikan dapat meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Selama 
melaksanakan PKL, Praktikan mengalami kendala dalam memahami pekerjaan 
yang diberikan oleh pembimbing, namun kendala tersebut dapat diatasi dengan 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  
Dunia kerja merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dalam 
setiap proses kehidupan, hal ini merupakan proses kehidupan bagi 
seseorang setelah melangkah menuntaskan jenjang pendidikan. Manusia 
biasanya setelah melanjutkan jenjang pendidikannya hingga sarjana atau 
mungkin pada tingkat  sekolah menengah atas, kegiatan yang biasanya 
dilakukan adalah mencari kegiatan yang dapat menghasilkan uang atau 
kebutuhan-kebutuhan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. 
(Munadar: 2004). 
Pendapat Munandar (2004) tersebut dapat dibenarkan dengan fakta 
bahawa di zaman modern seperti sekarang, banyak orang tua 
menyekolahkan anak – anak mereka sampai ke perguruan tinggi dengan 
tujuan agar anak – anak mereka mendapatkan pekerjaan yang layak pasca 
mereka lulus dari perguruan tinggi tertentu. 
Namun, fakta menunjukkan bahwa masih banyak lulusan sarjana di 
Indonesia belum memiliki pekerjaan atau dengan kata lain mengganggur 
setelah hari kelulusan mereka (Kompasiana, 2016). Hal ini dikarenakan 
persaingan tenaga kerja semakin ketat apalagi setelah diberlakukannya 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kondisi ini memberikan 




Indonesia untuk mencari pekerjaan di Indonesia. Sehingga berdasarkan hal 
ini, sangat dibutuhkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas 
untuk menghindari sumber daya manusia Indonesia menjadi pengangguran 
di negari sendiri. 
Maka, dengan berlandaskan fenomena – fenomena di atas, salah 
satu cara untuk bersaing dalam dunia kerja adalah dengan cara 
meningkatkan daya saing dan kompetensi sumber daya manusia di 
Indonesia, dalam hal ini termasuk salah satu sumber daya manusia yang 
perlu meningkatkan kualitasnya adalah mahasiswa. 
Fakta pengangguran yang menurut data BPS (Badan Pusat 
Statistik), terdapat 7,03 juta orang pengangguran terbuka di Indonesia 
semakin menguatkan bahwa perlu adanya sebuah pelatihan yang dapat 
mengasah kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Dalam hal ini 
dari sisi perguruan tinggi, maka, Universitas Negeri Jakarta menyediakan 
sebuah fasilitas Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk mempersiapkan 
lulusannya siap dalam persaingan kerja. Karena meskipun angka 
pengangguran tersebut menurun sejumlah 530.000 orang dari bulan 
Agustus 2016, keadaan ini masih memerlukan perhatian banyak pihak. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat 
serta kondisi pengangguran di Indonesia membuat praktikan lebih 
membuka diri terhadap informasi dan perubahan akibat perkembangan 




teknologi, maka semakin meningkat pula persaingan antar sumber daya 
manusia yang kompeten terutama dalam hal pekerjaan. 
Mengingat begitu pentingnya sebuah pekerjaan, banyak hal yang 
dilakukan seseorang untuk mengasah kemampuannya untuk bisa 
mendapatkan pekerjaan yang layak. Untuk dapat memperoleh pekerjaan 
yang layak tidak lagi sesederhana dahulu, saat ini banyak sekali kualifikasi 
yang dicantumkan oleh perusahaan-perusahaan untuk dapat merekrut 
seseorang menjadi karyawanya. Salah satu kualifikasi perusahaan selain 
menguasai bidang tertentu, para calon karyawan harus memiliki 
pengalaman bekerja dalam bidang itu, selain itu kemampuannya dalam 
menyikapi segala kondisi pada sebuah pekerjaan menjadi nilai lebih 
seseorang untuk dapat diterima bekerja.  
Pendidikan, keterampilan dan pengetahuan yang tinggi dalam 
bekerja merupakan syarat utama untuk memasuki dunia kerja. Untuk 
menghadapi situasi seperti ini, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 
diharapkan mampu menghasilkan lulusan berkualitas yang mempunyai 
pengetahuan dan wawasan luas, serta memiliki keterampilan untuk 
memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 
Untuk dapat memenuhi kualifikasi tersebut, Universitas Negeri 
Jakarta terkhusus pada Program Studi D3 Akuntansi memiliki sebuah 
program Praktik Kerja Lapangan (PKL). PKL ini merupakan suatu 




siap memenuhi kualifikasi dirinya dalam menghadapi dunia kerja, selain 
itu PKL ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan 
menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari mahasiswa di bangku 
perkuliahan. Dengan melaksanakan kegiatan PKL ini diharapkan para 
mahasiswa memiliki pengalaman yang dapat memenuhi kualifikasi dirinya 
untuk bekerja sesuai bidangnya. 
Pada kali ini praktikan melaksanakan PKL di Kantor Inspektorat 
Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta 
Pusat. Praktikan ditempatkan pada Kepala Sub Bagian Keuangan, pada 
minggu pertama praktikan diminta untuk membantu pada bagian pajak 
setelah itu praktikan dipindahkan ke bagian penerbitan surat perintah 
membayar Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
merupakan bagian dari perangkat pemerintah nasional yang memiliki 
tugas khusus dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang dimana 
dalam kementerian ini dapat melaksanakan tugasnya seperti yang tertera 
dalam alenia ke empat UUD 1945 “…Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 
dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia....”. 
Untuk dapat melaksanakan tugasnya tersebut Inspektorat Jenderal 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya meningkatkan 
kinerjanya dalam menciptakan program-program pendidikan serta fasilitas 




Selama melaksanakan PKL di Inspektorat Jenderal Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan praktikan ditempatkan pada bagian keuangan. 
Tugas pokok yang dilakukan oleh praktikan selama PKL adalah 
melakukan pencatatan  yang berkaitan dengan rekapitulasi SP2D dan 
tunjangan kinerja pegawai. Kegiatan PKL ini dilaksanakan dalam rangka 
Seminar PKL sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan 
Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan  
1. Maksud PKL 
Adapun maksud dari PKL yaitu: 
a. Menyelesaikan mata kuliah PKL sebagai persyaratan kelulusan 
Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta 
b. Mempelajari lebih dalam terkait praktik mata kuliah akuntansi 
langsung di dunia pekerjaan 
c. Memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi praktikan 
mengenai dunia kerja secara nyata  
d. Mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja agar dapat 
berinteraksi, bekerjasama, dan menyesuaikan diri dalam dunia 
pekerjaan.  
2. Tujuan PKL  




a. Terpenuhinya mata kuliah PKL sebagai syarat kelulusan Program 
Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
b. Memperoleh ilmu akuntansi secara nyata dalam dunia pekerjaan 
c. Memperoleh gambaran secara nyata dan pengalaman dalam dunia 
kerja 
d. Memperoleh ilmu dalam sikap-sikap seorang pekerja dalam 
menghadapi dunia pekerjaan 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
PKL ini memiliki manfaat yang begitu banyak baik untuk 
Praktikan, Universitas maupun Inspektorat Jenderal Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun kegunaan dari pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan yaitu: 
1. Bagi Praktikan 
Kegunaan PKL bagi praktikan yaitu: 
a. Dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di 
bangku kuliah dengan dunia kerja yang nyata 
b. Dapat menambah wawasan di dalam dunia kerja, khususnya di 
bidang akuntansi sehingga memiliki keterampilan sesuai tuntutan 
lapangan kerja 






2. Bagi Universitas  
Kegunaan PKL bagi Universitas yaitu: 
a. Dapat membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi 
yang terkait  
b. Dapat membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan 
perusahaan sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan 
dunia usaha 
c. Dapat memberikan gambaran secara nyata kepada mahasiswa 
dalam menghadapi dunia kerja 
3. Bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Adapun kegunaan PKL bagi Inspektorat Jenderal Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan yaitu: 
a. Adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat 
membantu pekerjaan operasional karyawan yang terkait. Serta 
praktikan dapat membantu merekap hasil data yang diperlukan 
baik pekerjaan yang bersifat sehari-hari (tetap) maupun pekerjaan 
yang bersifat tidak tetap 
b. Dapat membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang 
berkualitas yang akan memasuki dunia kerja. Serta secara tidak 
langsung kementerian telah memperkenalkan dan membuka 




c. Membangun kemitraan, agar kinerja kementerian dapat dikenal 
dalam bidang akademik 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Inspektorat Jenderal 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inspektorat Jenderal 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan aparat pengawasan 
internal pemerintah yang mendukung penuh upaya Kemendikbud 
sekaligus mengawasi implementasi program Kemendikbud agar berjalan 
sesuai rencana dan mencapai tujuan serta outcome yang diharapkan 
dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.  
Berikut ini merupakan informasi data perusahaan tempat 
pelaksanaan PKL:  
Nama Perusahaan : Inspektorat Jenderal Kementerian  
  Pendidikan dan  Kebudayaan 
Alamat   : Jalan Jendral Sudirman, Senayan RT 01  
   RW 03 Gelora, Kota Jakarta Pusat 
Telepon    : (021) 5737104  
Homepage  : itjen.kemendikbud.go.id 
Alasan praktikan memilih Inspektorat Jenderal Keuangan sebagai 
tempat PKL adalah untuk mempelajari bagaimana sistem kerja yang di 
terapkan di instansi pemerintahan dan juga sistem akuntansi pemerintahan 




PKL di Inspektorat Jenderal Keuangan, seperti bagaimana cara 
berkomunikasi karyawan disana dan juga bagaimana karyawan disana 
memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengoptimalkan kinerja 
selama di kantor. 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Waktu pelaksanakan PKL dilakukan mulai 7 Agustus 2017 s.d 25 
September 2017. Berikut ini rincian tahapan pelaksanaan PKL yaitu:  
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan, praktikan menyiapkan administrasi 
dalam  mengurus surat permohonan PKL  di Biro Akademik, 
Kesekretariatan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) yang 
ditujukan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan. Setelah segala surat dan dokumen pengajuan PKL telah 
lengkap praktikan mengajukan surat permohonan tersebut ke kantor 
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Sebulan kemudian setelah pengajuan tersebut praktikan baru 
mendapatkan jawaban diterimanya PKL. Dan praktikan diminta untuk 
memulai PKL pada tanggal 7 Agustus 2017. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan  melaksanakan PKL ini dimulai pada hari Senin, 7 
Agustus 2017 s.d Senin, 25 September 2017. Kegiatan PKL 




waktu istirahat dari jam 12.00 s.d jam 13.00. Namun apabila ada agenda 
Rapat dalam Kantor maka jam kerja sampai dengan jam 20.00.  
3. Tahap Pelaporan  
Pada tahap pelaporan ini praktikan menyusun laporan PKL untuk 
memenuhi penilaian dalam mata kuliah PKL. Praktikan mempersiapkan 
penyusunan laporan ini pada akhir bulan Oktober s.d akhir Desember 
2017. Dalam proses penyusunan laporan PKL, praktikan memperoleh 
beberapa dokumen yang dibutuhkan pada saat praktikan melakukan 
PKL dan melengkapi seluruh data tersebut setelah praktikan selesai 









TINJAUAN UMUM PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Sejarah awal berdirinya Inspektorat Jenderal dapat dikatakan 
bersamaan dengan lahirnya Republik Indonesia. Pada masa kemerdekaan, 
para Bapak Bangsa (Founding Fathers) membentuk berbagai kementerian 
termasuk Kementerian Pendidikan dan Pengajaran sebagai bagian utama 
dari perangkat pemerintahan nasional. Para pendiri republik yang 
berpandangan luas dan jauh ke depan menyadari akan pentingnya 
pengawasan. 
Dalam Kementerian Pendidikan dan Pengajaran terdapat unsur 
pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang tak terpisahkan 
dari fungsi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan. Pengawasan 
pendidikan merupakan bagian integral dari upaya mencerdaskan 
kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Pengawasan 
pendidikan mulai dirintis dalam bentuk inspeksi pada tahun 1948. Pada 
saat itu pengawasan pendidikan dilakukan dalam bentuk inspeksi-inspeksi 
yang dimaksudkan untuk membina dan mengawasi teknis pendidikan dan 




Tahun 1949 mulai dibentuk lembaga Inspeksi Daerah. Pada tahun 
1949 mulai dibentuk lembaga Inspeksi Taman Kanak-kanak/Sekolah 
Rakyat di kabupaten, selanjutnya lembaga Inspeksi Taman Kanak-
kanak/Sekolah Dasar di kecamatan. Di pusat dan provinsi dibentuk 
lembaga Inspeksi Sekolah Menengah Pertama, Inspeksi Sekolah 
Menengah Atas, Inspeksi Pendidikan Kejuruan, Inspeksi Pendidikan 
Jasmani, dan Inspeksi Kebudayaan. Tahun 1966 Inspeksi Pusat berubah 
menjadi Direktorat dan di provinsi dibentuk Kantor Daerah. 
Memasuki tahun 1968 penggunaan istilah pengawasan dan 
pemeriksaan mulai dikenal secara meluas dengan akronim WASRIK. 
Tradisi pengawasan dan pemeriksaan di Indonesia banyak dipengaruhi 
oleh gaya kolonial Belanda yang dilakukan oleh para Inspecteur yang 
kemudian diindonesiakan terminologinya menjadi Inspektur. Semula para 
Inspektur ini di zaman Belanda lebih diterapkan di kalangan kepolisian 
dengan melakukan pemeriksaan (inspeksi), namun kemudian diperluas 
menjadi Inspektur dalam segala bidang pemerintahan yang bertugas untuk 
melakukan pengendalian. 
Satuan kerja yang menangani pengawasan pada saat itu berupa 
bagian bernama Bagian Pengawasan dan Pemeriksaan yang selanjutnya 
ditingkatkan menjadi suatu Biro Pengawasan dan Pemeriksaan 
Administratif (BPPA) yang berada di dalam struktur organisasi Sekretariat 




memberikan mandat legitimasi yang memadai dalam hal independensi 
untuk mengawasi kinerja seluruh Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. Mandat seperti itu terasa hanya terbatas pada wilayah 
Sekretariat Jenderal saja, tetapi tanggung jawab pengawasan dipaksakan 
untuk seluruh Departemen. Hal ini tentunya bukan merupakan kondisi 
ideal yang kondusif dalam melaksanakan mandat pengawasan 
Departemen. 
Selanjutnya saat yang sangat bersejarah adalah ditingkatkannya 
status organisasi yang semula Biro di bawah Sekretariat Jenderal menjadi 
Inspektorat Jenderal pada tahun 1969 yang dilegalisasi dengan Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 tahun 1969 tanggal 27 
Mei 1969. Dengan peningkatan status tersebut maka posisi Inspektorat 
Jenderal disejajarkan dengan unit-unit utama (eselon I) Depdikbud 
lainnya. Hal ini membuat independensi Inspektorat Jenderal meningkat 
dan lebih memberdayakan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan 
di lingkungan Depdikbud secara utuh. 




Adapun Visi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan yaitu Terwujudnya Pengawasan Internal yang Berkualitas 





Adapun Misi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan yaitu: 
a) Menguatkan integritas dan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan bagi pengawas dan pengelola layanan 
pendidikan dan kebudayaan 
b) Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan 
Kemendikbud 
c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan berbasis risiko 
d) Mewujudkan pengawasan internal yang berbudaya dalam setiap 
unit layanan pendidikan dan kebudayaan 
e) Melaksanakan tata kelola yang handal dalam layanan pengawasan 












C. Struktur Organisasi Umum Inspektorat Jenderal Kementerian 








                          Sumber: www.itjen.kemendikbud.go.id 
Gambar II.1 Struktur Organisasi Umum Inspektorat Jenderal Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
 
Struktur organisasi Itjen Kemdikbud secara umum terbagi ke dalam 
dua kelompok besar yaitu Inspektorat dan Sekretariat. Inspektorat bertugas 
melaksanakan tugas utama institusi yaitu melaksanakan pengawasan intern 
di lingkungan Kemdikbud, sedangkan Sekretariat menyelenggarakan 
fungsi pendukung manajerial pelayanan kantor sehari-hari dan 
keorganisasian. 
Inspektorat terdiri dari lima unit eselon II yang terdiri dari 3 (tiga) 
Inspektorat Wilayah dan 1 (satu) Inspektorat Investigasi. Inspektorat 
Wilayah melaksanakan pengawasan intern terhadap unit-unit kerja 




Inspektorat Investigasi bertugas melakukan penyelidikan terhadap kasus-
kasus tertentu berdasarkan penelaahan atas hasil audit reguler, kasus 
pendidikan yang menarik perhatian publik dan bersifat strategis, dan atas 
petunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 
Sekretariat membawahi empat Bagian yang menjalani fungsi 
manajerial dan administrasi layanan perkantoran sehari-hari sesuai dengan 
bidangnya masing-masing. Bagian Perencanaan dan Penganggaran 
menyusun program kerja dan anggaran Itjen Kemdikbud serta melaporkan 
pelaksanaannya. Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan melakukan 
penghimpunan dan pengolahan laporan pengawasan menjadi suatu laporan 
tahunan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, serta mengkoordinasikan 
pemantauan tindak lanjut. Bagian Umum bertanggungjawab dalam hal 
kerumahtanggaan dan manajemen keuangan. Bagian Hukum dan 
Kepegawaian melakukan penataan keorganisasian dan pengembangan 
Sumber Daya Manusia terutama dalam menyongsong era remunerasi. 
Pada saat PKL praktikan ditempatkan pada Kepala Sub Bagian 
Keuangan yang diminta membantu pada bagian pajak dan penerbitan surat 















                 Sumber: data diolah oleh penulis 
Gambar II.2 Struktur Sub Bagian Keuangan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Kepala Sub Bagian Keuangan merupakan kepala bagian dibawah 
kepala bagian umum yang dimana memiliki 2 tugas besar dalam 
pengelolaan keuangan Itjen Kemendikbud. Pajak pada bagian pajak Itjen 
Kemendikbud terkhusus pada PPh pasal 22 atas pembayaran atau 
pembelian barang yang dilakukan BUMN/BUMD yang dananya dari 
belanja negara dan atau belanja daerah. Sedangkan pada bagian SP2D 
memilki tugas untuk mengeluarkan surat perintah membayar yang 
digunakan untuk surat permohonan pencairan dana, agar dana yang 
diajukan dapat segera digunakan. 
D. Kegiatan Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan internal pemerintah 
mendukung penuh upaya Kemendikbud sekaligus mengawasi 








mencapai tujuan serta outcome yang diharapkan dengan dukungan alokasi 
anggaran yang telah ditetapkan. 
Inspektorat mengawal pelaksanaan anggaran pendidikan dan 
melakukan upaya preventif, detektif, represif, simultan dan berkelanjutan 
melalui beberapa program seperti audit regular. audit investigasi, 
pemantauan dan pendampingan, review, evaluasi, dan pengawasan 
lainnya. 
Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Jenderal juga mengawal 
dan mengawasi dana BOS,DAK, Sertifikasi Guru, BSM, dan lainnya. Ada 
3 rencana capaian keberhasilan yang dicanangkan, yaitu : 
1. Tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK atas 
laporan keuangan Kemendikbud 
2. Terwujudnya Kemendikbud sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 
3. Terjalinnya sinergitas antara sesama lembaga pemerintah, baik 
lembaga pengawasan, maupun lembaga penegak hukum dalam 
mengawasi implementasi program kerja Kemendikbud. 
Inspektorat Jenderal Kemendikbud memiliki struktur organisasi 
yaitu lima Eselon II yang terdiri dari satu Sekretariat, dan empat 
Inspektorat. 
1. Unit Sekretariat bertugas melakukan manajemen operasional kantor 
Inspektorat Jenderal meliputi bagian perencanaan dan penganggaran, 




kepegawaian, dan bagian umum. 
2. Ke empat Inspektorat terdiri dari 3 Inspektorat Bidang, dan 1 
Inspektorat Investigasi. 
a. Inspektorat I, melakukan pengawasan terhadap program 
Kemendikbud di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal 
dan Informal, Bahasa, dan Kebudayaan 
b. Inspektorat II, melakukan pengawasan terhadap program 
Kemendikbud di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan 
Badan Penelitian dan Pengembangan 
c. Inspektorat III, melakukan pengawasan terhadap program 
Kemendikbud di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dan 
Kebudayaan 
d. Inspektorat Investigasi,  menindaklanjuti pengaduan masyarakat 
dengan metode Investigatif, atau melakukan pengawasan dengan 
tujuan tertentu atau berdasarkan perintah Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
Inspektorat Jenderal Kemendikbud adalah satuan kerja di 
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inspektorat 
Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Dalam 
melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi : 
1) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan 




2) Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan terhadap kinerja dan keuangan melalui 
audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan evaluasi lainnya; 
3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 
4) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan 




















PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja  
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan 
ditempatkan di Kepala Sub Bagian Keuangan Inspetorat Jenderal 
Kementrian Pendidikan dan Budayab sebagai staff magang pajak. Dalam 
Kepala Sub Bagian Keuangan ini tidak ada sub-sub bagian lagi, semua 
pekerjaan yang ada di sub bagian keuangan di sesuaikan dengan uraian 
jabatan masing-masing karyawan yang bekerja disana. Dalam 
melaksanakan sebagai staff magang pajak, praktikan diminta untuk 
membantu beberapa pekerjaan terkhusus pada bidang pajak dan 
pengeluaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selain itu sesekali 
praktikan diminta untuk membantu menyusun seluruh bukti transaksi 
dokumen SP2D secara sistematis agar mudah ditemui apabila dibutuhkan 
sewaktu-waktu.  
Sebelum melakukan Praktik Kerja Lapangan, praktikan terlebih 
dahulu diberikan penjelasan tentang gambaran umum instansi oleh 
pembimbin,, seperti kegiatan umum instansi, perkembangan dan 
pelayanan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Praktikan dijelaskan pula mengenai ruang lingkup pekerjaan 




itu, praktikan diharapkan dapat mahir dan mampu dalam mengerjakan 
tugas-tugas yang diberikan.  
Adapun rincian pekerjaan yang praktikan lakukan selama proses 
kegiatan PKL di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan yaitu: 
1. Melakukan Perhitungan Rekapitulasi Pencairan Dana (SP2D) 
2. Melakukan Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai 
3. Melakukan Perhitungan Pajak PPh Pasal 22 
B. Pelaksanaan Kerja  
Pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di 
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang 
merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang 
penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
dilakukan selama masa kerja dua bulan yang dimulai pada tanggal 5 
Agustus 2017 s.d. 30 September 2017. Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan dilakukan setiap hari Senin s.d. Jumat dengan jam kerja dimulai 
pukul 08.00 s.d. 16.00 dan waktu istirahat selama satu jam mulai pukul 
12.00 s.d. 13.00. 
Pada saat melaksanakan PKL, praktikan melakukan beberapa 
aktivitas pekerjaan yang dapat membantu para karyawan Inspektorat 




Sub Bagian Keuangan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Adapun 
rincian pelaksanaan kerja pada saat PKL yaitu: 
1. Melakukan Perhitungan Rekapitulasi Pencairan Dana (SP2D) 
SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang 
dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah 
Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUD. SP2D 
dapat diterbitkan apabila: 
a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi anggaran  
b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan 
perundang-undangan 
Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D adalah : 
a. Diterbitkan paling lambat 2 hari setelah SPM diterima  
b. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak SPM 
diterima 
Adapun tugas dan tanggung jawab praktikan terkait penugasan 
PKL ini yaitu praktikan diminta untuk menghitung rekapitulasi Surat 
Permohonan Pencairan Dana secara sistematis melalui Excel. Berikut 
adalah langkah-langkah pengerjaan rekapitulasi SP2D: 
a) Menerima SP2D dari KPPN Mitra. 
b) Mendata seluruh elemen-elemen penting yang terdapat pada SPM 
yaitu nama tujuan pembayaran, NPWP, tanggal transaksi, alamat, 




c) Menginput nominal yang tercantum dalam SP2D ke dalam excel. 
d) Mengarsipkan data yang telah diinput. 






 Gambar III.1 Pencairan Dana SP2D 
Gambar III.1  : Pencairan Dana SP2D 
 Sumber: data diolah oleh penulis 
 
2. Melakukan Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai 
Tunjangan Kinerja Pegawai adalah penghasilan selain gaji yang 
diberikan kepada pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan 
kinerja, sedangkan untuk pegawai kementerian diberikan sesuai 
dengan target kinerja yang dihitung berdasarkan kategori dan nilai 
capaiannya. 
Adapun tugas dan tanggung jawab praktikan terkait penugasan 
PKL ini yaitu praktikan diminta untuk menginput data terkait 




kerja karyawan.  Berikut adalah langkah-langkah dari pengerjaan 
tunjangan kinerja karyawan: 
a) Membuat Daftar Rekapitulasi Tunjangan Kinerja (termasuk 
perhitungan pajak), data ini disesuaikan dengan daftar yang telah 
dibuat oleh pejabat di unit/satuan kerja. 
b) Mengupload Daftar Rekapitulasi Tunjangan Kinerja ke aplikasi 
gaji pegawai.  
c) Selanjutnya, data yang sudah diupload akan diajukan kepada 
Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) KPPN Mitra. 
d) PPSPM akan memeriksa dan menguji kelengkapan berkas serta 
ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh 
keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran. 
e) Atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan 
langkah no.2, PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar 
(SPM-LS) Pembayaran Tunjangan Kinerja yang artinya bisa SP2D 
atau dana sudah tersedia. 
f) Dana yang telah tersedia akan ditransfer ke rekening Bendahara 
Pengeluaran di unit/satuan kerja terkait, ini dilakukan oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian (PPK). Setelah diterima oleh bendahara 
unit/satker maka akan dianalisa terlebih dahulu apakah jumlah 
anggaran yang masuk sudah sesuai dengan rekapitulasi pengajuan 













Gambar III.2 Rekapitulasi Tunjangan Kinerja Karyawan (Tukin) 
Sumber: data diolah oleh penulis 
3. Melakukan Perhitungan Pajak PPh pasal 22  
Pajak PPh pasal 22 merupakan pajak penghasilan dalam 
tahun berjalan yang dipungut oleh Bendahara pemerintahan, termasuk 
bendahara pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, instansi 
atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya, berkenaan 
dengan pembayaran atas penyerahan barang. Adapun tarif yang 
dikenakan atas pajak pembelian barang yang dananya dari belanja 
Negara atau belanja daerah dikenakan tarif:  




Adapun tugas dan tanggung jawab praktikan terkait 
penugasan PKL ini yaitu praktikan diminta untuk membuat 
rekapitulasi perhitungan bukti potong atas PPh pasal 22 melalui 
excel. Rekapitulasi perhitungan tersebut akan diserahkan kepada 
penanggung jawab praktikan terkait dengan Rekapitulasi 
Perhitungan PPh pasal 22. 
Berikut adalah tata cara dan ilustrasi pengisian SPT Masa PPh 
Pasal 22:  
1. Pembuatan SSP atas pembelian barang/ jasa. (SSP PPN dibuat dengan 
identitas rekanan dan ditandatangani oleh bendahara). 


















C. Kendala Yang Dihadapi 
Adapun kendala yang dihadapi praktikan selama melaksanakan 
PKL yaitu:  
1. Dokumen-dokumen atas bukti transaksi yang akan diinput pada excel 
masih belum tersusun dengan rapi sehingga praktikan kesulitan untuk 
melakukan rekapitulasi perhitungan setiap bulannya. 
2. Koneksi internet yang sering bermasalah membuat pekerjaan menjadi 
terhambat, karena pekerjaan harus segera diteruskan ke bagian 
selanjutnya. 
3. Adanya kesalahan input nominal pada data yang dikerjakan oleh 
karyawan bagian lain. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Adapun cara yang dilakukan oleh praktikan dalam menghadapi 
kendala yang ada yaitu: 
1. Praktikan melakukan penyusunan dokumen tersebut secara rapi 
dan sistematis sesuai tanggal perbulannya, sehingga memudahkan 
praktikan dalam melakukan perhitungan rekapitulasi tersebut.   
2. Menggunakan internet pribadi untuk memudahkan pengiriman 
hasil perkerjaan 
3. Mengkonfirmasi kepada karyawan yang mengerjakan sebelumnya 
bahwa terjadi kesalahan input nominal, dan mengetikkan kembali 







PKL merupakan salah satu program pada perguruan tinggi yang 
dapat mendukung keselarasan anatara kemampuan dengan ilmu 
pengetahuan yang berkembang pesat. Selain itu, PKL juga bertujuan untuk 
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh saat perkuliahan untuk memasuki 
dunia kerja. Program tersebut juga merupakan langkah untuk menyiapkan 
tenaga kerja yang potensial, serta menjadi mampu beradaptasi dalam dunia 
kerja. Selama melakukan PKL, praktikan mendapatkan berbagai 
pengalaman yang nyata dalam lingkungan kerja. Beberapa hal yang 
berguna bagi praktikan setelah melakukan PKL tersebut adalah: 
1. Praktikan dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan kerja, 
serta memahami berbagai karakter karyawan yang berbeda.; 
2. Praktikan dapat mengetahui dan memahami isi dari Surat Perintah 
Pembayaran (SP2D); 
3. Praktikan dapat memahami fungsi dari perekaman data kuitansi, serta 
mengetahui cara pengolahannya dalam aplikasi;
4. Praktikan dapat memahami fungsi dari penyetoran sisa belanja 




5. Praktikan dapat mengetahui dan memahami mekanisme penerimaan 
anggaran belanja, hingga pengeluaran anggaran belanja di Instansi 
Pemerintah; 
6. Praktikan dapat membuat keputusan yang tepat ketika menghadapi 
kendala terkait proses perekaman SP2D. 
B. Saran 
Praktikan menyadari adanya kekurangan selama melaksanakan 
PKL pada Inspektorat Jenderal Kemdikbud. Adapun saran-saran yang 
dapat diberikan oleh praktikan untuk meningkatkan dan memperbaiki 
kinerja praktikan serta menjadi acuan untuk meminimalisir kekurangan 
dari pelaksanaan PKL kedepannya adalah sebagai berikut: 
1. Bagi praktikan: 
a. Mengutamakan kedislipinan kerja dan motivasi kerja yang tinggi 
agar menjadi mahasiswa yang memiliki etos kerja yang baik dan 
professional dalam segala bidang; 
b. Lebih komunikatif apabila terjadi kesalahan agar dapat 
diselesaikan dengan cepat dan tanggap untuk mengambil 
keputusan; 
c. Memiliki keterampilan dan cakap dalam segala bidang, karena hal 
tersebut sangat dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Dengan 





2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 
a. Meningkatkan pelayanan akademik, khususnya persiapan untuk 
menghadapi PKL bagi mahasiswa; 
b. Menjalin hubungan kerjasama kepada beberapa perusahaan atau 
instansi, agar memudahkan  mahasiswa dalam mencari perusahaan 
untuk melaksanakan PKL; 
3. Bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 
a. Diharapkan dapat lebih mengarahkan mahasiswa yang 
melaksanakan PKL; 
b. Diharapkan dapat terus menjalin kerjasama dengan Universitas 
Negeri Jakarta, khususnya Prodi D3 Akuntansi, guna 
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Lampiran 3 : Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
 
JADWAL KEGIATAN PKL 
FAKULTAS EKONOMI-UNJ 
TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
 
No. Bulan Kegiatan Juli Aguts Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr 
1. Pendaftaran PKL           
2. Kontak dengan 
Instansi/Perusahaan 
untuk Penempatan PKL 
          
3. Surat Permohonan PKL 
ke Instansi/Perusahaan 
          
4. Kontak instansi kembali 
untuk mendapatkan 
jadwal PKL dn fiksasi 
penempatam 
          
5. Pelaksanaan Program 
PKL 
          
6. Penulisan Laporan PKL           
7. Penyerahan Laporan 
PKL 
          
8. Koreksi Laporan PKL           
9. Penyerahan Koreksi 
Laporan PKL 
          
10. Batas Akhir Penyerahan 
Laporan PKL 
          
11. Penutupan Program PKL 
dan Pengumuman Nilai 
PKL 






















Lampiran 5 : Stuktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian 































































Lampiran 14 : Rincian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
No. Hari, tanggal Kegiatan 
1. Senin, 7 Agustus 2017 - Menghitung rekapitulasi pajak 
2. Selasa, 8 Agustus 2017 - Menghitung rekapitulasi pajak 
3. Rabu, 9 Agustus 2017 - Menghitung rekapitulasi pajak 
4. Kamis, 10 Agustus 2017 - Menghitung rekapitulasi pajak 
5. Jumat, 11 Agustus 2017 - Menghitung rekapitulasi pajak 
6. Senin, 14 Agustus 2017 - Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
7. Selasa, 15 Agustus 2017 - Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
8. Rabu, 16 Agustus 2017 - Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
9. Kamis, 17 Agustus 2017 - Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
10. Jumat, 18 Agustus 2017 - Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
11. Senin, 21 Agustus 2017 - (MPA) 




13. Rabu, 23 Agustus 2017 - Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
14. Kamis, 24 Agustus 2017 - Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
15. Jumat, 25 Agustus 2017 - Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
16. Senin, 28 Agustus 2017 - Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
17. Selasa, 29 Agustus 2017 - Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
18. Rabu, 30 Agustus 2017 - Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
19. Kamis, 31 Agustus 2017 - Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
20. Jumat, 1 September 2017 - Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
21. Senin, 4 September 2017 - Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
22. Selasa, 5 September 
2017 
- Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 




- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
24. Kamis, 7 September 
2017 
- Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
25. Jumat, 8 September 2017 - Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
26. Senin, 11 September 
2017 
- Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
27. Selasa, 12 September 
2017 
- Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
28. Rabu, 13 September 
2017 
- Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
29. Kamis, 14 September 
2017 
- Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
30. Jumat, 15 September 
2017 
- Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
31. Senin, 18 September 
2017 
- Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
32. Selasa, 19 September 
2017 
- Menghitung rekapitulasi SP2D 






33. Rabu, 20 September 
2017 
- Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
- Menggandakan dokumen 
34. Kamis, 21 September 
2017 
- Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
35. Jumat, 22 September 
2017 
- Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
36. Senin, 25 September 
2017 
- Menghitung rekapitulasi SP2D 
- Menghitung rekapitulasi TUKIN 
- Menggandakan dokumen 
37. Selasa, 26 September 
2017 
- (KKL) 
38. Rabu, 27 September 
2017 
- (KKL) 
39. Kamis, 28 September 
2017 
- (KKL) 



















Lampiran 16 : Daftar Nilai Praktik Kerja Lapangan 
 
